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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Penentuan Ujrah Pada 

Produk Pembiayaan Rahn Emas Menurut Prinsip Keadilan Ekonomi Islam 

di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik” ini membahas mengenai penentuan 

besaran ujrah pada pembiayaan rahn emas di BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik dan analisis bagaimana penerapan ujrah menurut prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penentuan 

besaran ujrah yang digunakan oleh  BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

dalam penerapan pembiayaan rahn emas. 

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan metode wawancara, dan didukung dengan data 

dokumentatif serta literatur pendukung yang relevan. Penulis 

mewawancarai sebanyak tiga pegawai pada Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Kantor Cabang Gresik yaitu back office, penaksir gadai dan 

branch operasional supervisor yang akan dijadikan narasumber sebagai 

bahan pendukung hasil yang akan diperoleh dalam  penelitian yang sedang 

dilakukan. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa besaran ujrah di BRI Syariah 

Kantor Cabang Gresik ditentukan berdasarkan nilai taksiran marhun dan 

lamanya waktu penitipan serta mengikuti prosentase harga emas setiap 

harinya. Sedangkan yang membedakan ujrah pada nasabah satu dengan 

nasabah lainnya adalah adanya diskon ujrah, di mana ketika ada dua 

nasabah ingin melakukan pembiayaan rahn emas, marhun yang mereka 

gadaikan memiliki nilai taksiran dan berat sama dan yang membedakan 

adalah jumlah besaran pinjaman. Mengenai pemberian diskon ujrah 

disyaratkan di awal, yaitu didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan 

dipinjam nasabah, maka hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam yakni prinsip adl. Bahwa seharusnya jika ada dua nasabah 

melakukan pembiayaan rahn emas dan marhun yang digadaikan sama 

maka ujrah yang didapatkan seharusnya sama. 

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, diharapkan agar BRI 

Syariah Kantor Cabang Gresik untuk lebih menerapkan praktiknya sesuai 

dengan syariat Islam dan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam 

hal penerapan ujrah. Hal ini bertujuan agar terhindar dari praktik gharar 

maupun riba. 

 

Kata kunci : Implementasi, Rahn Emas, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang setiap hari selalu 

membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sifat 

kehidupan manusia yang saling bergantung inilah yang menyebabkan 

munculnya berbagai permasalahan kehidupan mulai dari aspek sosial, 

ekonomi maupun agama. Permasalahan seperti ini harus segera diatasi 

untuk menjaga keselarasan hidup setiap individu.1 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Islam mengajarkan sikap 

untuk saling tolong-menolong. Sikap saling tolong-menolong ini bisa 

berupa memberi tanpa pengembalian ataupun dengan kegiatan pinjam-

meminjam, baik dari individu maupun melalui lembaga keuangan yang 

menangani kegiatan tersebut.2 Salah satu lembaga yang menangani 

kegiatan pinjam-meminjam yakni berupa Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS), baik lembaga dari Perbankan syariah maupun lembaga non Bank. 

Salah satu produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan  syariah adalah 

pembiayaan, di mana dalam hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya 

sangat diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

dikemudian hari.3 Menurut Ulama Hanafiyah, rukun adalah sesuatu yang 

                                                           
1 Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah:Suatu Alternatif Konstruksi Sistem 

Pegadaian Nasional, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm  2.   
2Ibid. 
3Iwan Setiawan, 2016, “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum 

Ekonomi Islam”, Vol. 6, No. 1, April. 
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menjadi bagian dari sesuatu hal dan menjadi penentu ada tidaknya sesuatu 

hal tersebut. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk meminta barang dari 

pihak yang berhutang dengan tujuan sebagai jaminan dari hutangnya. 

Dalam lembaga keuangan syariah, barang jaminan ini dikenal dengan 

barang gadai.  

Gadai sendiri dalam bahasa Arab diistilahkan dengan rahn yang 

secara etimologi mengandung pengertian menggadaikan atau 

menangguhkan. Namun demikian, ada juga pengertian lain dari kata rahn 

yang menurut istilah bahasa (lughah) berarti tetap, kekal, dan jaminan.4 

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun rahn adalah ijab dari rahin 

(pemberi gadai) dan qabul dari murtahin (penerima gadai). Sedangkan 

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn ada empat yaitu: 

Pertama, Shiighah (lafal ijab dan qabul), kedua, pihak yang berakad (rahin 

dan murtahin), Ketiga, marhun (barang yang digadaikan), keempat, 

marhun bih (hutang yang dijamin dengan barang jaminan).5 Dalam Islam, 

rahn merupakan sarana tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya 

imbalan jasa. Rahn hukumnya jaiz (boleh) menurut Al Qur’an, as-sunnah 

dan ijma’.6 

Perjanjian yang dibahas selain syarat dan rukun ada juga tentang 

pembiayaan terhadap pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Menurut 

Khalid Samhudi ada ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima 

                                                           
4Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), hlm. 

119 
5Indah Purbasari dan Sri Rahayu, 2017, “Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan 

Pengenaan Biaya Administrasi di Pegadaian Syariah”, Vol. 1, No. 1, Mei. 
6Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, hlm. 139 
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yang berhubungan dengan pemeliharaan, pertumbuhan barang gadai dan 

pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila rusak atau hilang, 

yaitu pada pemegang barang gadai selama perjanjian belum berakhir, 

sebagaimana firman Allah pada QS. Al-Baqarah: 283 yang artinya:7 

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS. 2:283)” 

Secara teknis, mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan 

melalui perbankan syariah maupun pegadaian syariah. Gadai syariah 

dalam operasionalnya dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat 

konsumtif) yang sifatnya mendesak, di samping pada fungsi komersiil 

(bersifat produktif). Namun, pada tingkat implementasinya, ada indikasi 

gadai syariah masih didominasi fungsi komersiil-produktif, meskipun 

apabila mengkaji dari latar belakang gadai ini, berpihak dan tertuju kepada 

kepentingan fungsi sosial (kebutuhan sehari-hari). Mekanisme operasional 

gadai syariah cenderung berpihak kepada kepentingan golongan 

berpendapatan menengah ke atas. Bank syariah sendiri mau menerima 

gadai apabila barang jaminannya berupa emas dan sejenisnya (intan 

berlian), yang kemungkinan masyarakat golongan ekonomi bawah tidak 

mampu memilikinya. Sehingga perlu diperjelas, barang gadai apa saja 

yang bisa dijadikan jaminan dalam hukum Islam.  

                                                           
7Ahmad Supriyadi, 2010, “Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Prespektif Hukum 

Islam Dan Hukum Positif”, Jurnal Penelitian Islam, Vol.3, No.2, Juli-Desember. 
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Sesuai dengan konsep ekonomi Islam, semua barang baik itu bergerak 

maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dapat dijadikan 

barang jaminan ketika melakukan akad rahn. Hanya saja untuk bank 

syariah memang lebih mengkhususkan barang rahn berupa emas karena 

dinilai memiliki nilai ekonomis yang cukup stabil dibandingkan dengan 

barang lainnya. Salah satu bank yang telah menerapkan akad rahn yaitu 

BRI Syariah Kantor Cabang Gresik, dimana BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik ini mempunyai satu produk untuk akad rahn yaitu rahn emas. 

Dalam operasionalnya, rahn tidak menggunakan sistem bunga, tetapi 

menggunakan akad ijarah. Al-ijârah adalah akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan di dalam akad 

ijarah terdapat biaya pemeliharaan dan perawatan, besaran biaya 

pemeliharaan dan perawatan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah 

marhun bih. Apabila marhun bih telah jatuh tempo, maka murtahin 

memperingatkan rahin untuk segera melunasi marhun bih, jika tidak dapat 

melunasi marhun bih, maka marhun dijual paksa melalui lelang sesuai 

syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi marhun bih, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta biaya 

pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik rahin.8 Sehingga 

                                                           
8Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn   
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nantinya bank syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya 

sewa tempat bukan tambahan berupa bunga dari besarnya biaya pinjaman9 

Pada produk pembiayaan rahn emas di BRI Syariah ini berjalan di 

atas tiga akad transaksi syariah, yang pertama yaitu menggunakan akad 

qardh yang artinya kegiatan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa 

imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok 

pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 

Kedua, akad rahn yang artinya menahan harta milik peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan akad ini pihak bank 

menahan barang sebagai jaminan atas utang nasabah. Ketiga, akad ijarah 

yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya 

sendiri. Melalui akad ini bank syariah diperbolehkan untuk menarik biaya 

pemeliharaan atau sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang 

telah melakukan akad.10 

Biaya pemeliharaan atau sewa tempat di BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan ujrah, biaya ini 

biasanya dihitung per 10 hari. Sedangkan untuk menentukan ujrah dilihat 

dari nilai taksiran emas yang akan digadaikan serta lamanya waktu 

penitipan barang. Sedangkan yang membedakan besar kecilnya ujrah 

adalah dengan adanya diskon ujrah, dimana diskon ujrah ini dihitung 

                                                           
9Wawancara dengan bapak Kausar Halim (Penaksir Gadai Emas BRI Syariah KC 

Gresik), dikantor cabang BRI Syariah Gresik, tanggal 22 November 2018.  
10Ikatan Bankir Indonesia, Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2015) hlm. 77 
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berdasarkan besarnya jumlah pembiayaan yang akan dipinjam oleh 

rahin.11 Sebagai ilustrasi, ketika ada dua nasabah pembiayaan 

menggadaikan emas dengan beratdan nilai taksiran yang sama, akan tetapi 

besarnya jumlah pembiayaan yang akan dipinjam berbeda, maka pihak 

bank akan memberikan diskon ujrah yang berbeda. Selain itu ada juga 

biaya administrasi dan asuransi barang jaminan yang dikenakan oleh pihak 

bank kepada nasabah pembiayaan, biasanya kedua biaya tersebut dibayar 

sekali pada saat pencairan. Biaya administrasi yang diberikan pihak bank 

kepada setiap nasabah berbeda, semua bergantung pada besar kecilnya 

marhun yang akan digadaikan. 

Melihat dari proses pemberian diskon ujrahyang dilakukan oleh BRI 

Syariah Kantor Cabang Gresik, bahwa dalam penentuannya masih dilihat 

dari besarnya jumlah pembiayaan yang akan dipinjam, maka hal tersebut 

dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip 

adl. 

Pada dasarnya ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip tersendiri 

untuk menjalankan setiap kegiatan ekonominya. Segala aturan yang 

diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya 

keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, kemaslahatan, serta 

menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh 

ciptaan-Nya. Demikian pula pada perbankan syariah dalam melaksanakan 

                                                           
11Wawancara dengan Bapak Kausar Halim (Penaksir Gadai Emas BRI Syariah Kantor 

Cabang Gresik), dikantor BRI Syariah Gresik, tanggal 22 November2018. 
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kegiatan ekonomi seperti penghimpunan dana, penyaluran dana dan 

pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

Tujuan adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah membantu 

manusia mencapai aktifitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah 

agar terhindar dari gharar, maysir, riba, dzalim, risywah, dan objek 

haram.12 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

masalah mengenai penentuan ujrah pada produk pembiayaan rahn emas 

dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Implementasi Penentuan 

Diskon Ujrah Pada Produk Pembiayaan Rahn Emas Menurut Prinsip 

Keadilan Ekonomi Islam” dengan mengambil studi kasus di BRI Syariah 

Kantor Cabang Gresik. 

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yaitu sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan akad qardh, rahn dan ijarah menurut prinsip-

prinsip ekonomi Islam 

b. Persyaratan nasabah yang akan melakukan pembiayaan rahn 

emas di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

                                                           
12Ikatan Bankir Indonesia, Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2015) hlm. 77 
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c. Penentuan diskon ujrah pada produk pembiayaan rahn emas di 

BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

d. Implementasi prinsip keadilan ekonomi Islam dalam penentuan 

diskon ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

2. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan 

masalah agar objek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak 

terjebak dalam wilayah-wilayah penelitian yang lain. Untuk itu 

penulis hanya membatasi dua masalah dari identifikasi masalah, 

yaitu : 

a. Penentuan diskon ujrah pada produk pembiayaan rahn emas di 

BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

b.  Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penentuan 

diskon ujrah pada produk pembiayaan rahn emas di BRI 

Syariah Kantor Cabang Gresik 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di awal dapat ditetapkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penentuan diskon ujrah pada produk pembiayaan rahn 

emas di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik? 

2. Bagaimana implementasi diskon ujrah pada produk pembiayaan rahn 

emas di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik menurut prinsip keadilan 

ekonomi Islam? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti 

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian peneliti yang telah ada 

berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus 

dijelaskan.13 Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yakni : 

1. Farisa Azizah : “Prespektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip 

Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang 

Kusumanegara Yogyakarta”. Perbedaannya dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah karya ini membahas tentang implementasi tarif 

ijarah menurut Fatwa DSN yang mengatakan bahwa pelaksanaan 

penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai 

dengan Fatwa DSN, yaitu tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman 

melainkan berdasarkan pada jumlah taksiran barang yang digadaikan. 

Sedangkan penulis meneliti tentang implementasi ijarah berdasarkan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam.14 

2. M. Hernanda : “Implementasi Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem 

Gadai Syariah Menurut Prinsip Keadilan Ekonomi Islam” 

Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah karya 

                                                           
13Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, petunjuk teknis 

penulisan Skripsi, 9.   
14Farisa Azizah, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada 

Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta”, 

(Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2009).   
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ini lebih mengerucut kepada implementasi biaya ijarah menurut 

prinsip keadilan ekonomi Islam yaitu penerapannya sudah sesuai 

dengan prinsip keadilan atau belum. Sedangkan penulis meneliti 

tentang implementasi ujrah lebih luas mengenai prinsip keadilan 

ekonomi Islam.15 

3. Mukhlas : “Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah 

Cabang Solobaru”. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah karya ini meneliti tentang akad ijarah menurut konsep 

syariat Islam yang mengatakan bahwa akad ijarah di Pegadaian 

Syariah Cabang Solobaru belum sesuai dengan Syariah, Pada 

pokoknya didalam sistem ekonomi hanya ada dua model yaitu Jual 

beli dan utang piutang, dari situlah akan timbul riba, gharar, maysir 

dan haram, yang paling banyak riba terjadi pada utang piutang, 

sedangkan pada jual beli adalah maysir, gharar dan haram. Sedangkan 

karya peneliti membahas prinsip-prinsipekonomi Islam.16 

4. Siti Mukaromah : “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Gadai 

Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Landungsari” Perbedaannya 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah karya ini membahas 

mekanisme operasional atau tata cara pelaksanaan sistem gadai 

syariah mulai dari  akad yang digunakan, kategori barang gadai, 

prosedur pemberian pinjaman gadai, pemanfaatan barang gadai, 

                                                           
15M. Hernanda, “Implementasi Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah 

Menurut Prinsip Keadilan Ekonomi Islam”, (Skripsi-UniversitasIslam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya , 2017).   
16Mukhlas, “Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru”, 

(Skripsi-Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010). 
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hingga berakhirnya akad rahn. Semua berlandaskan oleh Fatwa DSN 

sedangkan karya peneliti lebih terfokus kepada implementasi 

penentuan ujrah menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam.17 

5.  Afiatus Sa’adah Rohim : “Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap 

Mekanisme Diskon Ujrah Pada Pembiayaan Rahn di Pegadaian 

Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya” Perbedaannya dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah karya ini meneliti tentang 

praktik mekanisme diskon ujrah pada pembiayaan rahn di pegadaian 

syariah yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabahnya yang 

mengambil pinjaman di bawah jumlah maksimal yang bisa didapat. 

Penentuan besaran diskon ujrah yang akan diberikan kepada tiap-tiap 

nasabahnya ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya, semakin 

kecil pinjaman maka akan semakin besar diskon ujrah yang akan 

didapat. Mekanisme tersebut berdasarkan pada fatwa DSN MUI No. 

25/DSN-MUI/III/2002.18 

E. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan karya 

ilmiah ini, yaitu : 

                                                           
17Siti Mukaromah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Gadai Di Kantor 

Cabang Pegadaian Syariah Landungsari”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Malang, 

2008). 
18Afiatus Sa’adah R, “Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Diskon Ujrah 

Pada Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya”, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). 
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1. Untuk memaparkan dan memberikan gambaran konkrit mengenai 

penentuan diskon ujrah pada produk pembiayaan rahn emas di BRI 

Syariah Kantor Cabang Gresik  

2. Untuk mengetahui implementasi diskon ujrah pada produk 

pembiayaan rahn emas di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik menurut 

prinsip keadilan ekonomi Islam 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah agar dapat bermanfaat untuk: 

1. Secara Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi civitas akademika 

khususnya Program Studi Ekonomi Syariah sebagai tambahan wawasan 

atau pengetahuan baru tekait dengan ekonomi Islam dan untuk 

memberikan sebuah gambaran mengenai penerapan rahn emas yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perbankan syariah.  

3. Secara Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang 

menimbulkam keraguan dalam melakukan aktivitas gadai dikalangan umat 

Islam. Dari penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan atau 

solusi bagi pihak perbankan agar prinsip-prinsip yang nantinya diterapkan 

sudah benar-benar berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar 

terhindar dari gharar, riba, dan dzalim. 
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G. Definisi Operasional 

 Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pegertian yang 

bersifat operasional dari konsep/variable penelitian sehingga bisa dijadikan 

acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui 

penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu 

konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata 

perkata.19 

1. Ujrah/Biaya Sewa 

 Ujrah dalam bahasa Arab berarti upah, jasa atau imbalan. Dalam 

arti luas,ujrahbermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat 

dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ujrah 

biasanya digunakan ketika melakukan akad Ijarah yang merupakan 

salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan 

hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa 

perhotelan.20 Jadi, hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat.  

 Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam, yaitu:21 Pertama, Ijarah 

yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa 

seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa, upah yang 

dibayarkan inilah yang dinamakan dengan ujrah. Kedua, Ijarah yang 

berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak 

                                                           
19Tim penyusun, Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam, 2017), 12. 
20Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017) hlm. 

187 
21 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 99 
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untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain 

dengan imbalan biaya sewa. 

2. Produk Pembiayaan Rahn Emas 

 Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah di Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi 

kebutuhan usaha maupun pribadi, salah satunya yaitu produk 

pembiayaan rahn. Rahn secara etimologi yakni tetap atau berarti 

sedangkan menurut terminologi syara’ rahn berarti penahanan 

terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai 

pembayaran dari barang tersebut. Dalam lembaga keuangan syariah 

rahn sudah diterapkan, misalnya pada perbankan syariah produk 

pembiayaan rahn dijadikan peluang oleh mereka. Hanya saja pada 

perbankan syariah produk pembiayaan rahn hanya dikhususkan berupa 

emas atau berlian dikarenakan emas memiliki nilai ekonomis yang 

cukup stabil selain itu karena perbankan syariah tidak memiliki cukup 

ruang jika harus menerima pembiayaan rahn dalam bentuk benda 

bergerak.22 

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

 Prinsip ekonomi Islam mempelajari tentang perilaku ekonomi 

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam 

dan dilandasi dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun 

                                                           
22Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 159 
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Islam dan rukun iman.23 Dalam penelitian ini mengambil teori dari M. 

Umar Chapra bahwa ada tiga prinsip dasar Islam, yaitu tauhid, 

khilafah, dan adl (keadilan) yang merupakan suatu kerangka yang 

tidak hanya membentuk Islamic Worldview, tetapi juga maqasid dan 

strategi. 

 Dalam penelitian ini membahas mengenai prinsip adl, dalam Islam 

adl didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. 

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak 

dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan 

orang lain atau merusak alam. Dalam hubungannya dengan penelitian 

ini, prinsip adl mengerucut pada pemberian diskon ujrah ketika 

menentukanujrahyang akan diberikan. Dari sini kita dituntut untuk 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bermuamalah sesuai 

syariah Islam, bukan menurut hawa nafsu atau dengan cara batil demi 

mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi adil tersebut 

berdasarkan aturan Allah SWT dan sunnah Nabi SAW diantaranya 

tidak boleh menipu, curang dalam menimbang, berbohong maupun 

cidera janji.24 

                                                           
23M Hernanda, Implementasi Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah 

Menurut Prinsip Keadilan Ekonomi Islam, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya, 2018), hlm.11. 
24 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), hal. 6 
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H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu strategi atau cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan menganalisisnya dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi  ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tempat atau Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di lembaga perbankan syariah yaitu pada 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Gresik yang bertempat 

di Jl. Dr. Soetomo No. 140 Gresik.  

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatifdeskriptif 

dimana peneliti mengumpulkan data secara pribadi dengan datang 

langsung ke tempat lembaga yang diteliti, sebagai hasil untuk 

mengumpulkan informasi melalui wawancara dan pengamatan hasil 

kajian berupa fakta sosial yang berada di lembaga tersebut. 

3. Sumber Data 

 Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.25 Dalam 

penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

                                                           
25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hlm.129 
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 Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara 

langsung dengan Penaksir Gadai, Branch Operasional Supervisor, 

dan Back Office.26 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita 

butuhkan.27 Data yang digunakan sebagai penunjang referensi 

kepustakaan dan berbagai teori pendukung yang didapatkan dari 

buku maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan tema terkait. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah dokumen- dokumen resmi, literature buku, jurnal ilmiah, 

hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan 

penentuan ujrah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam tahap ini merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah 

ditetapkan.  

                                                           
26Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 

2008), 225.   
27Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.132 
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 Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Observasi adalah peneliti mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang telah terjadi28 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan observasi partisipasi pasif (passive participation). 

Yaitu peneliti dalam hal ini datang ke tempat kegiatan yang 

diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.29 

b. Wawancara 

 Merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara tanya 

jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan. 

Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data 

secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan 

yang akan dibahas.  

 Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

terstruktur. Yakni peneliti terlebih dahulu mempersiapkan bahan 

pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya nanti. Dalam 

hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 

pihak Penaksir Gadai, Branch Operasional Supervisor, dan Back 

Office. 

                                                           
28Cholid Narbuko et al., Metodologi Penelitian ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009 ), hlm.70. 
29Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.66. 
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c. Dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah mencari data-data atau 

informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan catatan harian 

lainnya.30 

5. Analisis Data 

 Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatanhasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya 

sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan 

pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan denganberupaya 

mencari makna (meaning).31 

 Untuk menganalisa data-data yang terdapat dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

Analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang menghasilkan data 

deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 

dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Data yang telah 

didapatkan dari berbagai sumber rujukan dideskripsikan secara jelas 

dan rinci pada bagian telaah pustaka, kemudian semua data baik yang 

diperoleh dari sumber  dokumentasi maupun dari hasil wawancara 

akan dikorelasikan guna menghasilkan gagasan baru. Tujuan dari 

metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai 

                                                           
30Sutrisno Hadi, Metode Research, (Jakarta: Andi Offset, 1986), hlm.193 
31Noeng Muhadjir, Metedologi penelitian kualitatif, (Yogyakarta: Rake Saraswati 1996), 

hlm. 106 
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objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data 

dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat 

dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris 

kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa 

dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. 

Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis 

seperti ini akan diketahui apakah diskon ujrah pada produk 

pembiayaan rahn emas di BRI Syariah sesuai prosedur atau malah 

memberatkan nasabah. 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan penelitian ini lebih mengarah, maka peneliti 

membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Adapun bab-bab yang 

dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah 

ini, yaitu: 

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua kerangka teoritis, pada bab ini terdiri oleh landasan teori 

skripsi yaitu berisi tentang deskripsi mengenai konsep ijarah, Biaya 

sewa/ujrah, rahn dan rahn emas yang meliputi pengertian tentang ijarah, 
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biaya sewa/ujrah dan rahn, rukun ijarah serta rahn, syarat-syarat 

perjanjian ijarah dan rahn, landasan hukum, Struktur ijarah dan rahn yang 

meliputi macam-macam, manfaat dan berakhirnya ijarah dan rahn serta 

pengertian prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

Bab ketiga, memuat paparan atau deskripsi hasil objek penelitian. 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Kantor Cabang Gresik, yang meliputi: sejarah, visi dan misi, 

struktur organisasi dan deskripsi tugas serta produk-produk pada BRI 

Syariah Kantor Cabang Gresik. Penerapan akad rahn dan ijarah, 

penggolongan Marhun bih, prosedur penaksiran barang jaminan, 

ketentuan penetapan ujrah, penetapan biaya administrasi serta 

perhitungannya. 

Bab keempat analisis pembahasan, menganalisis dengan cara 

mencocokan antara landasan teori dengan hasil penelitian. Yaitu dengan 

menganalisis tentang penerapan diskon ujrah di BRI Syariah Kantor 

Cabang Gresik berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada bab ini 

berisi tentang analisis penentuan ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik, analisis terhadap perhitungan diskon ujrah serta relevansinya 

terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.  

Bab kelima penutup, yang merupakan kesimpulan dari hasil 

penelitian. Pada bab ini berisi mengenai kritik dan saran yang dapat 

membangun dan bermanfaat bagi semua pihak. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Ijarah 

1. Konsep Ijarah 

a. Pengertian Ijarah 

Dalam fiqh muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata 

ijarah. Ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang secara bahasa 

berarti“al iwadhu” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, 

ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 

jalan penggantian.1 

Secara terminologi syara’, para ulama madzhab juga 

memberikan definisi mengenai ijarah antara lain: 

1) Ulama Hanafiyah 

Mengartikan ijarah dengan menggunakan akad yang berisi 

pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti 

dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.2 

2) Ulama Asy-Syafi’iyah 

Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang 

dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan 

dengan imbalan tertentu.3 

3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah 

                                                           
1Muhammad Yazid, FiqhMuamalahEkonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017) hlm. 187 
2Ibid, 188. 

  3Asy-Syarbaini al-Khathib, Mughniy al-Muhtaj, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t, 1978), 

hlm. 233. 
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Ijarah adalah pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan 

dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.4 

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah 

pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak 

berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-

menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang 

disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. 

Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa 

berkewajiban memberikan upah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, bahwa ijarah merupakan suatu kesepakatan yang 

dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan 

kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua 

belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara 

keduanya.5 

b. Rukun dan Syarat-syarat Ijarah 

1) Rukun Ijarah 

Ijarah merupakan bagian dari muamalah yang sering di 

aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah 

adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya di sini adalah 

hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta 

benda dan lainnya. Di mana dalam kehidupan, manusia tidak dapat 

terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan 

                                                           
4Ibnu Qudamah, Al-Mughniy, Jilid V, (Mesir: Riyadh al-Haditsah, t.t), 398. 
5Muhammad Yazid, FiqhMuamalahEkonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017) hlm. 188 
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membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.6 Oleh sebab itu, 

muamalah menyangkut hubungan sesama manusia dan 

kemashlahatannya, keamanan serta ketenteraman, maka pekerjaan 

ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang 

menyewakan.7 

Rukun merupakan hal yang sangat penting artinya bila rukun 

tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna, maka 

suatu perjanjian tidak sah. 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul 

sedangkan menurut Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun ijarah 

ada empat, yaitu:  

1. Sighat al-aqad (ijab dan qabul) 

2. Al- ‘aqidayn (pihak yang melakukan perjanjian atau orang 

yang berakad) 

3. Al-ujrah (upah/sewa) 

4. Al-manafi’ (Manfaat sewa)8 

Sighat al-aqad terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab 

merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul 

adalah pernyataan penerimaan dari penyewa.9 

Al- ‘aqidayn adalah para pihak yang melakukan perjanjian, 

yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang 

                                                           
6Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 13, hlm. 19. 
7Muhammad Yazid, FiqhMuamalahEkonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017) hlm.193. 
8Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 

2014) hlm. 73. 
9Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 13, hlm. 19, 101. 
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disebut “mu’ajjir” dan pihak penyewa yang disebut “musta’jir” 

yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.10 

Al-Ujrah (upah/sewa) merupakan upah atau biaya yang 

didapatkan dari barang yang telah disewakan. Jadi pihak yang 

menyewakan atau pemilik barang memberikan upah kepada pihak 

penyewa sesuai dengan porsinya. 

Al-Manafi’ (manfaat sewa) merupakan manfaat yang didapat 

dari objek yang disewakan dan harus diketahui secara sempurna.11 

2) Syarat-syarat Ijarah 

Ijarah juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila 

syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka ijarah menjadi tidak 

sah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: 

a) Kedua belah pihak yang berakad harus saling rela dalam 

melakukan transaksi ijarah 

Apabila di antara salah seorang yang melakukan transaksi 

ijarah terdapat unsur pemaksaan, maka akad ijarah tidak sah. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29: 

طِلِ إِلََّأ  نٰكُم بٱِلۡبٰٓ لٰكُم بٰ ي ۡ كُلُوأاْ أمٰۡوٰٓ
ۡ
يٰ ُّهٰا ٱلَّذِينٰ ءٰامٰنُواْ لَٰ تَٰ ةٰ ع نٰن كٰ ةاٰضيَأٰٓ     ٖ   أٰت كٰكُوتٰ جَِٰٓ

   اٖ  رٰحِيم بِكُمۡ  كٰاتٰ   ٱللَّّٰ  إِتَّ  أنٰفُسٰكُمۡ   كٰ قۡتُ لُوأاْ  وٰلَٰ  مِ نكُمۡ  
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

                                                           
10Abdul Rahman Al-Jaziry, Al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Juz III, (Beirut: Dar al-

Fikr, t.t), hlm. 100. 
11Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press), hlm. 74. 
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dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-

Nisa’ 29)12 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa ijarah yang 

dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil, 

maka akad ijarah tersebut tidak sah, kecuali apabila 

dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah 

pihak.13 

b) Kedua orang yang melakukan akad disyaratkan telah baligh 

dan berakal 

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah orang yang 

melakukan akad harus sudah baligh dan berakal. Oleh sebab 

itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal seperti 

anak-anak dan orang gila ketika melakukan transaksi maka 

transaksinya menjadi tidak sah.14 

c) Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki 

sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat 

Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian sewa-menyewa harus merundingkan segala sesuatu 

tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. 

Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat, serta kadar). 

Di samping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat awal 

                                                           
12Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur’an,Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 122  
13Muhammad Yazid, FiqhMuamalahEkonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017) hlm. 195. 
14Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press), hlm. 74. 
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kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa 

sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus 

jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Disamping hal 

tersebut tata cara pembayaran uang sewa juga harus jelas dan 

harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.15 

d) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di 

kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara 

keduanya. 

Dikutip dari buku Muhammad Yazid yang berjudul “Fiqh 

Muamalah Ekonomi Islam” bahwa menurut pendapat madzhab 

Abu Hanifah bahwa: 

 “Menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali 

dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh, sebab manfaat 

kegunaannya tidak dapat ditentukan”. 

 

Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa 

menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan 

utuh secara mutlak diperbolehkan. Sebab barang dalam 

keadaan tidak lengkap juga masih dapat dimanfaatkan dan 

penyerahan dilakukan dengan mempraktikan atau dengan cara 

mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal 

ini juga diperbolehkan dalam hal jual beli.16 

Dalam buku muhammad yazid yang berjudul Fiqh 

Muamalah Ekonomi Islam yang mengutip dari buku Syekh 

                                                           
15Muhammad Yazid, FiqhMuamalahEkonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017) hlm. 196. 
16Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 

196.  
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Muhammad bin Qasim Asy-Syafi’i yang berjudul Fath al-

Qarib, dijelaskan bahwa untuk sahnya ijarah sebagai berikut:17 

a. Untuk sahnya ijarah bahwa setiap benda dapat diambil 

manfaat serta tahan keadaannya tetapi jika tidak kuat, maka 

tidak sah sewa-menyewanya. 

b. Harus adanya ucapan ijab qabul antara kedua belah pihak. 

2. Landasan Hukum Ijarah 

a. Al-Qur’an 

Ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian 

ijarah adalah QS. Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman: 

تُم  أٰت كٰسۡتٰ ةۡضِعُوأاْ أوٰۡلٰٓدكُٰمۡ فٰلَٰ جُنٰاحٰ نٰلٰيۡكُمۡ إِذٰا سٰلَّمۡتُم مَّاأ ءٰاكٰ ي ۡ
ۡ  بٱِلۡمٰعۡةُوفِ  وٰإِتۡ أرٰٰدتُُّّ

ٰ بِاٰ كٰ عۡمٰلُوتٰ بٰصِيرۗ       ٞ  وٰٱك َّقُواْ ٱللَّّٰ وٰٱنۡلٰمُوأاْ أٰتَّ ٱللَّّ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,  

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)18 

 

Dengan demikian surat Al-Baqarah ayat 233 merupakan 

dasar yang dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-

menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai 

jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu 

                                                           
17Ibid,.hlm. 197. 
18Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur’an,Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 57 
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harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa 

terhadap jasa tersebut.19 

b. Al-Hadits 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: 

فَّ  أٰتْ  بْلٰ  قٰ  أٰجْةهُٰ  رٰ  اْلٰأجِيْ  أنْٰطوُا                  ِۗ ٰۗ  نٰةٰقُو يٰ

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum 

keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).20 

 

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan 

sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera 

diberikan. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, 

tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya. 

3. Struktur Ijarah 

a. Macam-macam Ijarah 

Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh 

membaginya menjadi dua macam: 

1) Ijarah bil ‘amal 

Ijarah bil ‘amal adalah sewa-menyewa yang bersifat 

pekerjaan/jasa. Ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan 

cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Menurut para ulama fiqh, ijarah jenis ini hukumnya dibolehkan 

                                                           
19Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, hlm 67. 
20Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 

191. 
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apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang 

jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini terbagi 

menjadi dua yaitu: 

a) Ijarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang 

pembantu rumah tangga 

b) Ijarah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau 

sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan 

orang banyak, seperti buruh pabrik atau tukang jahit. 

2) Ijarah bil manfaat 

Ijarah bil manfaat adalah sewa-menyewa yang bersifat 

manfaat, seperti halnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, 

perhiasaan emas. Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu 

barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk 

dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat membolehkan objek 

sewa-menyewa.21 

b. Berakhirnya Ijarah 

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah 

disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati 

perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan 

mengurangi waktu yang telah ditentukan. Ulama fiqh berpendapat 

bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:22 

                                                           
21Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 

198. 
22Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014) hlm. 77 
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1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. 

Apabila yang disewakan ladang pertanian, rumah, toko, maka 

semua barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan 

apabila yang disewa itu jasa orang maka ia harus segera memberi 

upah. 

2. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad 

ijarah, menurutnya tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut 

Jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah 

seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa 

diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti 

kedua belah pihak yang berakad. 

3. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu 

pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh pihak negara 

karena terkait dengan hutang, maka transaksi ijarah batal. Beda 

dengan jumhur ulama lainnya, masalah yang bisa membatalkan 

transaksi ijarah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat 

yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran. 

B. Biaya Sewa/Ujrah 

1. Konsep Biaya Sewa/Ujrah 

a. Pengertian Biaya sewa/ujrah 

Biaya sewa/ujrah memang sangat erat kaitannya dengan ijarah 

karena memang ujrah timbul dikarenakan adanya akad ijarah, berikut 

penjelasan mengenai ujrah. 
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Ganjaran untuk penyewa adalah ujrah (uang sewa atau upah atas 

barang) atau ajr (upah dalam penyewaan orang) dan jika harus 

ditentukan oleh seorang hakim atau penengah, ia disebut dengan ajr al-

mitsl (upah yang setara/adil).23 

Dalam Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn 

tasjily, dijelaskan bahwa murtahin dapat mengenakan biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun yang ditanggung oleh 

rahin, berdasarkan akad ijarah.24 

Dewan Syariah Nasionl (DSN) juga menjelaskan mengenai review 

ujrah yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan Review Ujrah pada 

Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam fatwanya dijelaskan bahwa 

DSN telah menimbang: 

1) bahwa ujrah dalam ijarah harus disepakati pada saat akad akan 

tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para 

pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran 

ujrah yang telah disepakati tersebut. 

2)Bahwa review atas ujrah dilakukan dengan prinsip syariah, DSN 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang review ujrah untuk 

dijadikan pedoman Lembaga Keuangan Syariah. 

Ketentuan hukum: 

                                                           
23Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 429. 
24Oni Sahroni dan Adiwarman Karim,Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016),  hlm. 159. 
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1) Review ujrah boleh dilakukan antara pihak yang melakukan 

akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Terjadi perubahan periode akad ijarah. 

b) Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, 

maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak. 

c) Di sepakati oleh kedua belah pihak. 

2) Review atas besaran ujrah setelah periode tertentu: 

a) Ujrah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah 

tidak boleh dinaikkan. 

b) Besaran ujrah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya 

dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) 

oleh kedua belah pihak. 

c) Peninjauan kembali besaran ujrah setelah jangka waktu 

tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan 

disebutkan dalam akad. 

d) Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk akad 

pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad 

berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan 

ketentuan tidak menimbulkan perselisihan. 

b. Standar Penetapan Biaya Jasa (ujrah) 

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau 

biaya jasa (ujrah) di dalam Al-quran dan juga hadist-hadist 

Rasulullah saw. Akan tetapi, dalil-dalil tersebut masih bersifat 
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general, belum dijelaskan berapa besaran biaya jasa yang harus 

dikeluarkan, berapa standar biaya jasa yang harus ditetapkan, 

karena memang masalah ini tidak dapat ditetapkan dalam suatu 

waktu tertentu. Dalam dalil yang telah dijelaskan, bukan berarti 

dalil tersebut tidak memberikan petunjuk bagi umat, seperti dalil 

Al-quran yang telah dijelaskan diatas. Yang menjadi dalil dari ayat 

tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran 

yang patut”, ungkapan tersebut menunjukan adanya jasa yang 

diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.25 

Dan juga upah yang sewajarnya, upah yang adil, dalil tersebut 

memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa 

(ujrah) maka tetapkan biaya jasa yang patut, yang sewajarnya, 

yakni harga yang adil. Uang sewa atau biaya penyewaan atau 

pemberian sewa atas property dapat dinilai/ ditetapkan hanya 

ketika propertinya diketahui, baik melalui pemeriksaan, 

penglihatan, maupun penggambaran. Diperbolehkan untuk 

menetapkan kondisi-kondisi pada saat pembayaran uang sewa yang 

dipercepat atau pada saat terjadi keterlambatan pembayarannya, 

sebagaimana disepakati oleh para pihak. Jumlah uang sewa atau 

upah harus sesuai dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat 

dan harus adil serta diterima oleh kedua belah pihak. Kitab suci Al-

quran telah memutuskan berkenaan dengan anak/keturunan susuan 

                                                           
25Muhammad Syafi’i Antonio, Bank SyariahdariTeorikePraktik, (Jakarta: 

GemaInsani,2001), hlm. 118. 
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bahwa balas jasa dari wanita yang menyusuinya haruslah adil dan 

masuk akal.26 

C. Rahn 

1. Konsep Rahn 

a. Pengertian Rahn 

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn yang secara 

etimologi mengandung pengertian menggadaikan, menangguhkan.27 

Sedangkan menurut bahasa rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan.28 

Secara terminologi syara’, para ulama fiqh juga mengartikan rahn 

sebagai berikut: 

a. Ulama Hanafiyah 

Rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap 

piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik 

seluruhnya atau sebagian. 

b. Ulama Malikiyah 

Rahn adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan 

hutang yang memiliki sifat mengikat. Menurutnya yang 

dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, 

bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang 

dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi 

                                                           
26Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 431. 
27Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-

Qur’an, 1983), hlm. 148. 
28Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, Cet. VIII, (Terj. Kamaruddin A.Marzuki dkk.), 

(Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 139. 
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boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebagai contoh 

sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan 

jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut. 

c. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 

Rahn adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan 

utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar hutang apabila 

orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya. 

Pengertian rahn yang dikemukakan ulama Syafi’iyah ini 

memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan 

hutang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk 

manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah. 

Rahn (jaminan) di tangan murtahin (orang yang memberi 

hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang rahin (orang 

yang berhutang). Barang yang dijadikan jaminan itu bisa 

dijual/dilelang apabila dalam waktu yang menjadi kesepakatan 

bersama, dengan syarat apabila barang yang dijual tersebut 

melebihi hutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada 

rahin (orang yang berhutang). Sebaliknya apabila barang yang 

dijadikan jaminan itu setelah rahin dijual ternyata tidak bisa 

menutupi hutangnya, maka (orang yang berhutang) harus 

menambah kekurangannya.29 

b. Rukun dan Syarat-syarat Rahn 

                                                           
29Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014) hlm. 148. 
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1. Rukun Rahn 

Sebelum melakukan transaksi gadai atau rahn, harus memenuhi 

beberapa rukun rahn. Menurut jumhur ulama, rukun rahn ada 

empat yaitu: 

a) Shigat (lafal ijab dan qabul) 

b) Orang yang berakad (al-rahin dan al-murtahin) 

c) Harta yang dijadikan agunan (al-marhun) 

d) Hutang (al-marhun bih)30 

2. Syarat-syarat Rahn 

Ulama fiqh bersepakat bahwa syarat rahn sesuai dengan rukun 

rahn itu sendiri, diantaranya: 

a) Syarat Sighat  

Menurut ulama Hanafiyah rahn (jaminan) tidak boleh 

dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan 

masa mendatang karena perjanjian rahn sama dengan 

perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan 

syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, 

maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap 

sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah 

                                                           
30Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254. 
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syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka 

diperbolehkan.31 

b) Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum  

Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak 

disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab 

itu, anak kecil yang mumayyiz (bisa membedakan antara 

baik dengan buruk) boleh melakukan perjanjian rahn 

dengan syarat mendapat persetujuan dari walinya. 

Sedangkan menurut jumhur ulama kecakapan bertindak 

hukum adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat.32 

c) Syarat marhun  

Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fiqh 

disyaratkan sebagai berikut:33 

1) barang jaminan boleh dijual apabila sudah melewati 

jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian.  

2) barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, 

boleh dimanfaatkan dengan persetujuan dari pihak yang 

menggadaikan.  

3) barang jaminan harus jelas  

4) barang jaminan adalah milik sah orang yang 

menggadaikan  

                                                           
31Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014) hlm. 149. 
32Ibid,. 
33Ibid,. Hlm. 150. 
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5) barang jaminan itu bukan milik orang lain  

6) barang jaminan boleh diserahkan baik berbentuk benda 

maupun surat kepemilikannya. 

4. Marhun bih (hutang) 

Jumlah hutang yang ditanggung oleh orang yang berhutang 

disyaratkan sebagai berikut:34 

1) berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/barang 

yang menjadi tanggungannya, 

2) hutang boleh dibayarkan dengan barang jaminan  

3) jumlah hutang dan barangnya harus jelas. 

Syarat terakhir merupakan kesempatan rahnyang disebut 

sebagai qabdhal-marhun (barang jaminan dikuasai secara 

hukum oleh pemberi piutang). 

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi 

hutang, maka akad rahn bersifat mengikat bagi kedua belah 

pihak. Oleh sebab itu, hutang tersebut terkait dengan barang 

jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka 

barang jaminan dapat dijual dan uang itu dibayar. Apabila 

dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan uang, maka 

wajib dikembalikan kepada rahin.35 

 

 

                                                           
34Ibid,. 
35Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254-255. 
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2. Landasan Hukum Rahn 

a. Al-Qur’an 

Ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum 

perjanjian rahn adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT 

berfirman: 

نٰ تٰهُۥ ٱؤۡتُُِنٰ  ٱلَّذِي فٰ لۡيُ ؤٰد ِ  اٖ  أمِٰنٰ بٰ عۡضُكُم بٰ عۡضفإِٰتۡ  قِ ٱللَّّٰ رٰبَّهُۥ  وٰلَٰ كٰكۡتُمُواْ وٰلۡيٰ تَّ  أمٰٰٓ
دٰٰ   وٰمٰن يٰكۡتُمۡهٰا فإِٰنَّهُۥأ ءٰاثِ     ٖ  نٰلِيم كٰ عۡمٰلُوتٰ  بِاٰ وٰٱللَُّّ  قٰ لۡبُهُۥ  ٖ  ٱلشَّهٰٓ

  
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang  berpiutang).(QS. al-Baqarah : 283)36 

 

Ayat di atas menjelaskan, bahwa apabila seseorang berada 

dalam keadaan bepergian dan ingin melakukan suatu tindakan 

bermuamalah ataupun transaksi hutang piutang, kemudian ia tidak 

mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan 

transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya suatu bukti 

lain sebagai bukti kepercayaan, yaitu dengan menyerahkan sesuatu 

berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan dari 

hutangnya.37 

b. Al-Hadits 

Diriwayatkan oleh Ibn Abbas sebagai berikut: 

                                                           
36Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur’an,Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 71 
37Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 

121. 
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ودِي  ٍّ طعََامًا  ُ  عَن ٍّ عَائِشَةٍَّ قاَلَت ٍّ راَش تٍّ ى رَس ول ٍّ اللَّو ٍّ صَلَّى اللَّوٍّ عَلَي وٍّ  وَسَلَّمٍَّ مِن ٍّ هَ
 دِر عًاوَرىََ نَ و ٍّ حَدِيد مِن ٍّ                               

 

Artinya: Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah pernah membeli 

makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan 

kepadanya baju besi beliau. (HR. Bukhari)38 

 

3.  Struktur Rahn 

a. Macam-macam Rahn 

 Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rahn, 

Rahn yang diatur menurut prinsip Syariah dibedakan atas dua 

macam, yaitu: 

1. Rahn ‘Iqar (Rahn Tasjily) 

 Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan 

hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri 

masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. 

 Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah berpendapat 

bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan 

barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. 

Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanya sebagai 

jaminan piutang yang diberikan. Apabila orang yang berhutang 

tidak mampu melunasi hutangnya, maka barulah pemegang barang 

                                                           
38Idri, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 202 
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jaminan boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk 

melunasi piutangnya.39 

2. Rahn Hiyazi 

 Rahn Hiyazi mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum 

adat maupun dalam hukum positif. Pada Rahn Hiyazi, wujud 

barangnya dapat dikuasai oleh pihak pemegang barang jaminan. 

 Sebagai contoh Tenriagi menyerahkan mobilnya kepada 

Elda sebagai jaminan atas hutangnya. Ketika hutang Tenriagi 

kepada Elda sudah lunas, maka Tenriagi bisa mengambil kembali 

mobil tersebut. 

 Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum 

positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, 

baik bergerak maupun tidak bergerak.  

Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat 

diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil 

manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan 

pemeliharaannya. 

Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara rahn 

adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan 

bermotor. Rahn dalam bank syariah juga biasanya diberikan 

sebagai jaminan atas qardh atau pembiayaan yang diberikan oleh 

bank syariah kepada nasabah. Rahn juga dapat diperuntukkan bagi 

                                                           
39Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid III, (Semarang Asy-Syifa, 1996), hlm. 272 
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pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang 

sekolah, modal usaha dalam jangka pendek. Jangka waktu yang 

pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan 

nasabah.40 

b. Manfaat Rahn 

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip rahnsebagai 

berikut: 

1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main 

dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank 

2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang 

deposito bahwa dananya tidak akan hilang ketika nasabah 

pembiayaan ingkar janji, karena ada suatu barang jaminan yang 

dipegang oleh bank. 

3) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian syariah, sudah 

pasti akan sangat membantu saudara yang kesulitan dana.41 

Sedangkan manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-

biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk 

pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. 

 

 

 

                                                           
40Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 

132. 
41Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Tazkia 

Cendekia, 2001), 130. 
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D. Pembiayaan Rahn Emas 

Pada umumnya, masyarakat telah terbiasa menjadikan emas 

sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn 

sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang.  

Dalam fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan 

bahwa rahn emas dibolehkan dengan menggunakan akad rahn, dimana 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan 

akad ijarah dan ditanggung oleh rahin yang besarnya didasarkan pada 

pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman. 

       

Gambar 1. Praktik Akad Rahn Emas 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa fatwa DSN 

MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 membolehkan penggabungan akad qardh 

dan akad ijarah, dimana akad qardh terjadi saat bank syariah memberikan 

pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas. Sedangkan akad 
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ijarah terjadi saat bank syariah menyewakan tempat penyimpanan emas 

dan mengambil upah dari akad sewa tersebut. 

Dalam hal pembebanan biaya penyimpanan barang gadai pada 

nasabah yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata 

diperlukan masih dapat ditoleransi dengan syarat bahwa biaya tersebut 

tidak disyaratkan dalam akad qardh, yaitu nasabah diberikan pilihan untuk 

tidak membayar biaya penyimpanan atau membayar biaya penyimpanan 

tersebut. Apabila nasabah memilih untuk membayar biaya penyimpanan 

barang gadai, maka biaya ini meskipun masih termasuk ijarah hukumnya 

dibolehkan karena bank tidak mendapat laba dari transaksi ini dan 

penggabungan akad bukan dimaksudkan agar pihak bank mendapat laba 

dari pinjaman. Oleh karena itu, tidak terdapat riba dalam penggabungan 

akad ini. Larangan Nabi tentang penggabungan akad jual beli dan ijarah 

bertujuan untuk menutup celah riba (sadduzzari’ah), dan sesuatu yang 

dilarang untuk sadduzzari’ahdibolehkan apabila terdapat suatu kebutuhan. 

Di mana dalam kasus gadai emas, kebutuhan tersebut berupa keamanan 

penyimpanan emas yang digadai.42 

E. Pengertian Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Islam adalah sebuah keyakinan universal yang sederhana dan mudah 

untuk dipahami dan dinalar. Islam didasarkan pada prinsip-prinsip pokok. 

Dalam kamus perbankan syariah, menyebutkan bahwa prinsip Islam atau 

Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

                                                           
42Darsono, Ali, Ascarya, Dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan 

Kebijakan Serta Tantangan Ke depan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 237.  
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pihak lain untuk penyimpanan dana atau kegiatan pembiayaan usaha atau 

kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.43 

Prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi menekankan pada 

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dimana 

pengelolaan sumber daya harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif 

terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi 

dalam masyarakat.44 

Menurut teori M. Umer Chapra ada tiga prinsip dasar Islam yaitu: 

tauhid, khilafah, dan adl. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi kerangka 

bagi pandangan dunia Islam, ketiganya merupakan sumber utama dari 

maqashid dan strategi Islam.45 

F. Prinsip Keadilan Ekonomi Islam 

Adapun penjelasan mengenai prinsip keadilan ekonomi Islam yang 

menjadi kerangka bagi pandangan dunia Islam menurut M. Umer Chapra 

adalah sebagai berikut: 

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak 

dizalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi 

tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut 

merugikan orang lain.46 

Menurut para ahli fiqih, keadilan adalah sebuah ramuan yang sangat 

penting dari maqashid, sulit untuk dapat memahami sebuah masyarakat 

                                                           
43Jeni Syusanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Empat Dua, 2016), 

hlm. 4. 
44Ibid,. 
45M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 218. 
46Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 35. 
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Muslim yang ideal tanpa adanya keadilan. Islam benar-benar tegas dalam 

tujuannya untuk membasmi semua kezaliman dari masyarakat Muslim.47 

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan 

manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. 

Sedangkan pada sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan 

diantaranya yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti 

produksi, distribusi dan konsumsi.48 

Di wilayah produksi, prinsip Islam tentang keadilan bahwa seseorang 

tidak boleh mengeksploitasi milik orang lain dan tidak boleh memperoleh 

kekayaan dengan cara yang tidak jujur, tidak adil, ilegal dan curang. 

Dalam Islam untuk mendapatkan kekayaan harus melalui cara yang adil 

dan jujur. 

Pada bidang distribusi, prinsip Islam tentang keadilan yakni menuntut 

bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan haruslah terdistribusikan 

secara menyeluruh, setiap orang harus tercukupi kebutuhan dasarnya.49 

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut 

agar semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia, digunakan 

untuk mewujudkan maqashid syariah, adapun pilar-pilar yang digunakan 

untuk mewujudkan maqashid syariah, yaitu: 

 

 

                                                           
47M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 

hlm. 229. 
48Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45. 
49Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 

46. 
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1. Pemenuhan kebutuhan 

Implikasi logis dari persaudaraan dan amanat atas sumber 

daya alam adalah sumber daya tersebut harus digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan menjamin standar 

hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap orang dan selaras 

dengan martabat manusia sebagai khalifah Tuhan. Nabi SAW 

bersabda, “Tidaklah beriman seseorang yang makan kenyang 

sementara tetangganya kelaparan.”50 Pemenuhan kebutuhan harus 

dilakukan dalam kerangka hidup sederhana dan ia harus mencakup 

kesenangan, ia tidak boleh memasukkan dimensi pemborosan dan 

kemegahan yang dilarang oleh Islam.51 

2. Perolehan Penghasilan dari Sumber-sumber yang Baik 

Para ahli fiqih menekankan bahwa setiap individu wajib 

mencari nafkah untuk menyokong kehidupan diri dan 

keluarganya.52 Dalam keluarga yang hubungannya sangat erat, 

masyarakat muslim yang berorientasi persaudaraan wajib saling 

memberikan bantuan apabila ada saudaranya yang membutuhkan. 

Tujuan utama semua bantuan ini adalah untuk memungkinkan 

semua yang dibantu untuk mandiri melalui peningkatan 

kemampuan mereka memperoleh penghasilan yang lebih. Tetapi 

                                                           
50M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 

hlm. 229. 
51Ibid,. 
52Ibid, hlm 232. 
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hingga hal ini terwujud, bantuan tersebut harus meliputi tambahan 

pendapatan.  

Islam memiliki suatu rencana institusional yang tetap untuk 

memperoleh persediaan yang diperlukan dengan melalui kewajiban 

membayar zakat dan sukarela dalam bentuk sedekah maupun 

wakaf.53 

3. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Adil 

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang mencolok 

mungkin masih timbul meskipun telah ada pemenuhan kebutuhan. 

Islam menolak pilihan penggunaan kekayaan yang tidak produktif 

dan menimbulkan kemubadziran pada pengalokasian sumber daya. 

Dalam pandangan Islam, disebutkan bahwa kekayaan yang 

ada merupakan titipan Allah dan tidak dibenarkan 

menggunakannya untuk mengganggu ketertiban sosial dan 

kepentingan publik.54 Dengan begitu Islam bukan hanya menuntut 

pemenuhan kebutuhan setiap orang, terutama melalui perolehan 

penghasilan dari sumber yang baik, tetapi juga menekankan suatu 

distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. 

4. Pertumbuhan dan Stabilitas 

Suatu kinerja yang lebih baik dari stabilitas ekonomi akan 

membantu mengurangi ketidakadilan yang disebabkan oleh resesi, 

inflasi dan pergerakan harga yang tidak menentu. Dalam sebuah 

                                                           
53Ibid, hlm 233. 
54Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Empat Dua, 2016), 

hlm. 14. 
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masyarakat muslim, yang tidak bersandar pada optimalisasi pareto 

dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan tidak menekankan 

pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan sendiri adalah penting 

untuk memenuhi implikasi khilafah dan ‘adl.55 

                                                           
55M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 

hlm. 235. 
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 BAB III 

PENERAPAN PERHITUNGAN DISKON UJRAH PADA PRODUK 

PEMBIAYAAN RAHN EMAS DI BRI SYARIAH 

KANTOR CABANG GRESIK 

 

A. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008 PT. Bank BRI  Syariah secara resmi beroperasi.  

Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dua tahun lebih PT. Bank BRI 

Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka 

dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan 

pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam 

produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.1 

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dalam memberikan layanan memenuhi keinginan 

dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu 

                                                           
1 www.portal.brisyariah.co.id diakses Kamis, 26 Juli 2018 pukul 16.00 WIB 

http://www.portal.brisyariah.co.id/
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melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Warna dan logo 

perusahaan yang digunakan sebagai benang merah dengan brand PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Aktivitas PT. Bank BRI 

Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditanda 

tangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI 

Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 

2009. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset.  

PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, 

jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus 

pada segmen menengah ke bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan 

menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk 

dan layanan perbankan.  

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis 

sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dengan 

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis 

yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan 

kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah.2 

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank BRI Syariah terus 

memperluas jaringannya pada kota-kota besar di Indonesia, termasuk 

                                                           
2 www.portal.brisyariah.co.id diakses Kamis, 26 Juli 2018 pukul 16.00 WIB 

http://www.portal.brisyariah.co.id/
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pada kota Gresik. Awal mula berdirinya Bank Rakyat Indonesia 

Syariah KC Gresik bermula pada tahun 2009, yang mana pada saat itu 

masih berupa Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan 

Panglima Sudirman Kota Gresik dan masih di bawahi oleh Kantor 

Cabang (KC) Gubeng Surabaya.3 Seiring berjalannya waktu, Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Gresik yang awalnya hanya KCP, 

berubah status menjadi Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang 

Gresik, yang kemudian berpindah tempat di jalan Dr. Soetomo 

No.140. Saat ini Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Gresik telah 

membawahi 4 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Kantor Cabang 

Pembantu yang dibawahi adalah:4 

a. Kantor Cabang Pembantu Menganti Gresik 

b. Kantor Cabang Pembantu Lamongan 

c. Kantor Cabang Pembantu Tuban 

d. Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro 

2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah  

Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

 

                                                           
3 Rakhmatus Tsani Maghfiroh, Back Office, Wawancara, BRI Syariah, 22 November 

2018. 
4 Ibid,. 
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Misi 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan financial nasabah 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman pikiran.  

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Gresik dibagi 

menjadi beberapa bagian, diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

           Gambar 2. Struktur Organisasi Bagian Marketing 
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Gambar 3. Struktur Organisasi Bagian Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4. Struktur Organisasi Bagian Financing Support 
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4. Deskripsi Tugas 

 

a. Pimpinan Cabang 

Tugas Pimpinan Cabang Bank adalah sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi 

rencana kerja dan anggaran (RKA) dalam rangka mencapai target 

bisnis yang ditetapkan.  

2) Mengarahkan dan mengkoordinasi rencana kerja anggaran di 

KC, KCP, dan KK. 

3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta 

mengkoordinasikan kepada semua bawahannya dan unit-unit kerja 

di bawahnya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan 

rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan. 

b. Reviewer Junior 

Tugas reviewer junior adalah sebagai berikut : 

1) Mengecek kembali berkas pembiayaan 

2) Mensurvey ke lokasi nasabah yang akan melakukan 

pembiayaan 

3) Merekomendasikan putusan pembiayaan 

c. Marketing Manager 

Marketing manager bertugas membantu pimpinan cabang dalam 

mempersiapkan rencana kerja anggaran dalam rangka mencapai 

target bisnis atas segmen yang dikelolanya. 
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Manager Marketing dibantu oleh beberapa staff yaitu : 

1) Account Officer (AO) 

Tugas Acount Officer adalah sebagai berikut : 

a) Mencapai target sales produk pembiayaan yang ditetapkan.  

b) Menangani pembiayaan diatas Rp 200.000.000  

c) Verifikasi awal calon nasabah dan memastikan kelengkapan 

persyaratan dokumen pembiayaan. 

d) Mendapatkan nasabah baru, nasabah take over dan nasabah 

existing.  

e) Menjalankan sales proses dengan disiplin tinggi antara lain 

adalah pipeline, DSAR, WSAR, Paper Sales. 

2) Funding Relations Officer 

Tugas Funding relations officer adalah sebagai berikut : 

a) Menjalin hubungan baik dengan nasabah 

b) Menjalin kerjasama dengan nasabah prioritas 

c) Mencari Dana Pihak Ketiga (DPK) 

d. Mikro Marketing Manajer 

Mikro marketing manager mempunyai tugas atas keuntungan Unit 

Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba 

perusahaan dan mengelola seluruh staff area dan UMS dalam 

mendukung kegiatan bisnis UMS. Tugas dari Mikro Marketing 

Manajer adalah sebagai berikut : 
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1) Mencapai target sales produk pembiayaan mikro yang 

ditetapkan.  

2) Menangani pembiayaan dibawah Rp 200.000.000  

3) Verifikasi awal calon nasabah dan memastikan kelengkapan 

persyaratan dokumen pembiayaan.  

4) Mendapatkan nasabah baru, nasabah take over dan nasabah 

existing  

5) Menjalankan sales proses dengan disiplin tinggi antara lain 

adalah pipeline, DSAR, WSAR, Paper Sales. 

e. Manajer Operasional  

Manajer Operasional memiliki tugas untuk melakukan 

persetujuan atau otorisasi transaksi yang sesuai dengan peraturan 

dan prosedur yang telah berlaku di BRI Syariah. Selain itu juga, 

manajer operasional bertugas mengkoordinasi segala persiapan 

sarana dan pra sarana yang dibutuhkan untuk kelancaran 

pelaksanaan operasional di kantor cabang Gresik. 

Dalam menjalankan tugasnya, manajer operasional tidak bekerja 

sendiri. Manajer operasional dibantu oleh beberapa staf, yaitu: 

1) Branch Operasional Supervisor (BOS), tugasnya yaitu 

melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan 

peraturan dan prosedur yang telah berlaku di BRI Syariah. 

2) Customer Service berjumlah dua orang, dengan tugas sebagai 

berikut: 
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a) Melayani nasabah dalam memberikan informasi produk dan 

layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai 

dengan kewenangannya dan sesuai dengan instruksi nasabah 

dan kebijakan yang ada. 

b) Menerima dan menangani keluhan nasabah dan 

menyelesaikannya dengan melakukan koordinasi dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

3) Teller, berjumlah dua orang, dengan tugas sebagai berikut: 

a) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi secara 

tunai maupun non tunai yang prosesnya berdasarkan instruksi 

nasabah dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

b) Memahami produk dan layanan terkait dengan operasional 

teller.  

4. Back Office, bertugas sebagai narasumber dalam layanan operasi 

kliring dan transfer baik untuk jaringan internal bank atau 

eksternal bank. 

5. General Affair, bertugas mengelola dan mengatur Sumber Daya 

Manusia (SDM), bagian umum yaitu mengenai data karyawan  

kantor cabang, mengatur rumah tangga kantor cabang dan 

mengelola ATK-BC.  

6. Penaksir Gadai, bertugas melayani nasabah yang akan 

melakukan pembiayaan rahn dan menentukan penilaian terhadap 

emas yang akan digadaikan oleh nasabah. 
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f. Financing Support Manajer 

Financing Support Manager bertugas memastikan seluruh kegiatan 

yang bersangkutan dengan aspek pembiayaan yang sesuai dengan 

kebijakan yang berlaku di BRI Syariah serta melakukan 

pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan. 

Financing Support Manager dibantu oleh beberapa staff, yaitu: 

1) Appraisal, bertugas dalam melakukan penilaian jaminan dan 

trade checking. 

2) Legal, bertugas dalam mengontrol, mengatur dan mematuhi 

batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai konsumen 

perbankan dan pihak bank. 

3) Custody, bertugas dalam mengelola data dan membuat laporan 

pembiayaan untuk keperluan internal maupun eksternal sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Namun, untuk sekarang posisi 

custody sedang kosong. 

4) ADP, bertugas melakukan proses review dan pencairan untuk 

pembiayaan nasabah mikro dan non mikro. 

5) Area Support, bertugas mensupport tim mikro dalam hal 

pelaporan dan BI checking. 

6) Mikro Collection, bertugas mengatasi pembiayaan nasabah 

mikro yang bermasalah dan mengatur proses jaminan nasabah 

mikro yang akan dilelangkan. 
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7) Collection, bertugas mengatasi pembiayaan nasabah non mikro 

yang bermasalah dan mengatur proses jaminan nasabah non 

mikro yang akan dilelangkan. 

5. Produk-produk di BRI Syariah KC Gresik    

 Adapun produk-produk yang dimiliki oleh BRI Syariah KC Gresik 

adalah sebagai berikut: 

a. Produk Pembiayaan 

1) Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro 

di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang 

sembako, pakaian serta barang dagangan lainnya, yang masing-

masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total 

pembiayaan mikro yang disalurkan. 

BRI Syariah memiliki tiga skema pembiayaan untuk 

melayani segmen mikro yakni Mikro 25, Mikro 75 dan Mikro 

500. Adapun persyaratan bagi pembiayaan mikro yaitu : 

a) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia 

b) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia di atas >18 

tahun 

c) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah 

d) Lama usaha calon nasabah 

e) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau 

investasi 
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f) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang 

tua atau anak kandung 

g) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang 

berlaku 

2) Produk Pembiayaan KPR 

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk 

memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian 

dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) di mana 

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang 

telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Adapun 

persyaratan bagi pembiayaan KPR yaitu : 

a) WNI 

b) Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun 

c) Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 3 tahun 

d) Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun 

e) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 

tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 

tahun untuk wiraswasta dan profesional 

3) Pembiayaan Rahn Emas     

 Selain pembiayaan mikro dan KPR, BRI Syariah juga 

memiliki salah satu produk yang cukup diminati oleh nasabah 

yaitu pembiayaan rahn emas. Pembiayaan rahn emas biasanya 

digunakan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek oleh para 
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nasabah. Adapun persyaratan yang berlaku sebelum melakukan 

pembiayaan rahn emas antara lain : 

a) Calon nasabah harus mempunyai rekening BRI Syariah, jika 

belum harus membuat terlebih dahulu 

b) Pembiayaan mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 250.000.000  

c) Emas yang akan digadaikan bisa berupa perhiasan biasa atau 

emas batangan, dengan kadar minimal 70 % atau setara 

dengan 16 karat dan beratnya minimal 2 gram 

d) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang) 

b. Produk Non Pembiayaan 

Selain produk pembiayaan, BRI Syariah Kantor Cabang grresik 

juga mempunyai produk non pembiayaan diantaranya : 

1) Deposito BRI Syariah iB 

2) Giro BRIS 

3) Tabungan Faedah BRISyariah iB 

4) Tabungan Haji BRISyariah iB 

6. Penerapan Akad Rahn Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

Sebuah Akad sangat penting sebelum melakukan sebuah 

transaksi. Pada akad Rahn Emas ini harus adanya sebuah subjek dan 

objek, dimana subjek dalam perjanjian rahn adalah rahin (orang yang 

menggadaikan) dan murtahin (yang menahan barang gadai), 

sedangkan objeknya adalah marhun (barang gadai) dan marhun bih 

(utang) yang diterima rahin. 
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a. Pihak Bank 

 Selain sebagai pihak yang menyediakan jasa pada sebuah 

akad rahn, bank juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus di 

laksanakan. Dalam konteks ini pihak bank berperan sebagai 

murtahin. 

a. Hak Bank 

a) Mendapatkan kembali uang yang di pinjam (marhun bih) 

dari rahin, dan meminta tarif jasa sebagai ganti biaya 

pemeliharaan marhun. 

b) Menetapkan marhun bih yang dapat diterima rahin. 

c) Memastikan bahwa marhun benar-benar milik rahin dan 

bukan barang hasil diluar jalur hukum dalam 

mendapatkannya. 

d) Menjual marhun apabila pihak rahin tidak mampu melunasi 

marhun bih, sesuai perjanjian di awal. 

b. Kewajiban Bank 

a) Memberikan pengetahuan serta arahan yang diperlukan 

nasabah sebelum melakukan akad 

b) Memberikan pinjaman (marhun bih) sesuai yang telah 

disepakati 

c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan 

dijadikan marhun dengan baik dan benar 

d) Menyimpan dan memelihara marhun dengan baik 
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e) Memberi ganti rugi apabila marhun rusak atau hilang 

f) Sebelum menjual marhun pihak bank harus terlebih dahulu 

memberitahu rahin 

g) Memberikan uang kelebihan dari hasil penjualan marhun 

kepada rahin 

b. Nasabah (Rahin) 

a. Hak Nasabah (Rahin) 

a) Memperoleh uang pinjaman sebesar yang telah ditetapkan 

dengan pihak bank 

b) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai 

antara nasabah dengan pihak bank 

c) Berhak atas kembalinya marhun secara utuh 

d) Berhak atas uang kelebihan apabila marhun telah terjual, 

setelah dikurangi pelunasan pinjaman dan tarif jasa simpan 

(biaya ijarah) 

e)  Memperoleh pemberitahuan apabila telah jatuh tempo atau 

akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan 

b. Kewajiban Nasabah (Rahin) 

a) Menyerahkan barang jaminan kepada pihak bank sebagai 

jaminan atas pinjaman serta tanda bukti kepemilikan marhun 

b) Mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah 

disediakan oleh pihak bank dan menandatangani serta 

menyerahkan fotocopy identitas 
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c) Membayar biaya administrasi dan biaya ijarah terhitung 

sejak tanggal penerimaan uang pinjaman 

d) Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu 

e) Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan bank 

7. Penerapan Akad Ijarah di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

 Dalam Perbankan Syariah Musta’jir bertindak sebagai Rahin, 

Mua’jir bertindak sebagai Murtahin, antara kedua belah pihak harus 

ada perjanjian terlebih dahulu agar akad dapat tercapai. Sebelum 

nasabah menandatangani perjanjian ijarah, nasabah harus 

menandatangani surat bukti perjanjian rahn terlebih dahulu. Pada 

penerapan rahn emas di perbankan syariah, murtahin memberikan jasa 

berupa tempat penyimpanan barang (save deposit box) kepada rahin. 

Dari sini pihak bank menyewakan tempat penyimpanan barang dan 

kemudian meminta biaya pemeliharaan sebagai balas jasa atas 

penyimpanan barang nasabah. 

 Pada penerapan akad ijarah di BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad 

sebagaimana tercantum di bawah ini: 

a. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan barang 

atas ma’jur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Jumlah keseluruhan sewa tempat/ jasa simpan barang wajib 

dibayar sekaligus oleh musta’jir ketika telah jatuh tempo 
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maupun diakhir jangka waktu akad rahn atau bisa bersamaan 

dengan melunasi pinjaman. 

c. Apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal diluar 

kemampuan musta’jir sehingga menyebabkan marhun 

hilang atau rusak maka akan diganti sesuai dengan kebijakan 

yang ada pada bank syariah. 

B. Operasional Pembiayaan Rahn Emas Di BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik 

1. Prosedur Pengajuan Pinjaman Pembiayaan Rahn Emas Di BRI Syariah 

Kantor Cabang Gresik 

a. Nasabah mendatangi kantor BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

dengan membawa persyaratan sebagai berikut: 

1) Membawa Fotocopy KTP/Identitas resmi lainnya 

2) Calon nasabah pembiayaan diharuskan memiliki rekening BRI 

Syariah, karena proses pencairan pembiayaan akan dilakukan 

pada rekening nasabah. 

b. Membawa emas yang akan digadaikan sebagai barang jaminan, 

dengan kadar minimal 70 % atau setara dengan 16 karat dan berat 

minimal 2 gram. 

c. Nasabah menyetujui besaran pinjaman dengan menandatangani 

berkas.5 

                                                           
5 Wawancara dengan bapak Kausar Halim (Penaksir Gadai Emas BRI Syariah KC 

Gresik), dikator BRI Syariah Gresik, 22 November 2018 
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2. Prosedur Pemberian Pinjaman Pembiayaan Rahn Emas di BRI Syariah 

Kantor Cabang Gresik6 

a. Nasabah mendatangi loket pelayanan di kantor BRI Syariah 

b. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak penaksir gadai 

c. Setelah itu data di input kedalam sistem syiar T24 

d. Otorisasi dari pihak BOS (Branch Operasional Supervisor) 

e. Setelah itu nasabah akan dicetakkan sertifikat 

f. Nasabah menandatangani sesuai dengan perjanjian/akad di awal, 

kemudian sertifikat asli dibawa pihak nasabah 

g. Setelah itu nasabah menuju ke teller untuk proses pencairan 

3. Biaya Administrasi Marhun di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

 Biaya administrasi merupakan biaya pengeluaran sebagai 

keperluan yang harus dibayar oleh pihak naabah ketika akan melakukan 

pembiayaan rahn emas. Biaya administrasi ini dibayar sekali ketika 

awal proses pencairan pembiayaan. Untuk besaran biaya administrasi di 

BRI Syariah Kantor Cabang Gresik bervariatif, karena besaran biaya 

administrasi ditentukan berdasarkan besar kecilnya berat marhun.7 

 Berikut merupakan daftar biaya administrasi pembiayaan rahn 

emas di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik: 

 

 

 

                                                           
6 Wawancara dengan Ibu Ammawati Handayati (Branch Operasional Supervisor BRI 

Syariah Kantor Cabang Gresik), dikantor BRI Syariah Gresik, 22 November 2018. 
7 Ibid,. 
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TABEL 1.1 

Biaya Administrasi Perhiasaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perhitungan Penaksiran Marhun di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

 Barang yang dapat dijadikan jaminan (marhun) yakni emas berupa 

perhiasan, intan maupun emas batangan. Penaksiran barang jaminan 

(marhun), dilakukan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman 

(marhun bih) yang dapat diambil oleh nasabah. 

 Dalam menentukan prosentase marhun bih, perusahaan 

mempertimbangkan hal yang dapat menimbulkan risiko bisnis dan 

melihat harga pasar yang berlaku, tujuannya agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 

Biaya Administrasi Perhiasan 

Minimum (gr) Maksimum (gr) Biaya 

0 12.49 Rp. 20.000 

12.5 24.99 Rp. 20.000 

25 49.99 Rp. 20.000 

50 74.99 Rp. 40.000 

75 99.99 Rp. 40.000 

100 149.99 Rp. 75.000 

150 249.99 Rp. 75.000 

250 349.99 Rp. 100.000 

350 1.000.00 Rp. 100.000 
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                                    TABEL 1.2 

    STLE dan Tarif Biaya Pemeliharaan Emas BRI Syariah8 

 

       Sumber: Pedoman Operasional BRI Syariah, per 22 November 2018 

                                                           
8 Sumber Pedoman Operasional BRI Syariah, per 22 November 2018. 

 

 

NO 
KADAR EMAS 

 

PROSENTASE 

MARHUN BIH 

STLE 

(RP) 

BIAYA 

PEMELIHARAAN  

PER GRAM 

per 10 

hari 

per 

bulan 

per 4 

bulan 

1 Perhiasan 24 Karat 90 % 507,151 2,135 6,405 25,620 

2 Perhiasan 23 Karat 90 % 496,801 2,095 6,285 25,140 

3 Perhiasan 22 Karat 90 % 475,201 2,005 6,015 24,060 

4 Perhiasan 21 Karat 90 % 453,601 1,910 5,730 22,920 

5 Perhiasan 20 Karat 90 % 432,001 1,820 5,460 21,840 

6 Perhiasan 19 Karat 90 % 410,401 1,730 5,190 20,760 

7 Perhiasan 18 Karat 90 % 388,801 1,640 4,920 19,680 

8 Perhiasan 17 Karat 90 % 367,201 1,550 4,650 18,600 

9 Perhiasan 16 Karat 90 % 345,601 1,455 4,365 17,460 

10 GOLD BAR ANTAM 95% 517,501 2,020 6,060 24,240 

11 

GOLD BAR ANTAM BJ 

> 19,2 sd 19,32 

95% 

517,501 2,020 6,060 24,240 

12 

GOLD BAR ANTAM BJ 

≥ 18,90 - BJ < 19,2 

95% 

507,151 1,980 5,940 23,760 

13 

GOLD BAR ANTAM BJ 

18,01 - BJ < 18,90 

95% 

496,801 1,940 5,820 23,280 
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Penentuan prosentase marhun bih tiap jenis emas berbeda-beda, sebab 

pihak bank mempertimbangkan risiko nilai jual ketika barang dilelang. Selain 

itu risiko apabila suatu saat ada penurunan nilai jual atau ketika harga emas 

dipasaran mengalami penurunan. 

a. Perhitungan Penaksiran Emas 

Untuk menaksir emas, pihak bank berpatokan pada Standar Taksiran 

Logam Emas (STLE) yang sudah ditentukan oleh BRI Syariah pusat. STLE 

yang berlaku per 22 November, sebesar Rp. 507.151 dengan kadar emas 24 

karat dan berat per 1 gr. 

Untuk mengetahui jumlah besaran pinjaman yang didapatkan, 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai taksiran  = Harga Taksir (STLE) x Prosentase Marhun Bih 

Nilai pinjaman  = Nilai taksiran x Berat emas 

Setelah diketahui rumus di atas, maka untuk mengilustrasikan kegiatan 

penaksiran rahn emas yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik yakni 

sebagai berikut: 

Ibu Nina menggadaikan perhiasaan berupa kalung miliknya, yang akan 

digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Setelah ditaksir, 

diketahui bahwa berat kalung Ibu Nina 10 gr dengan kadar emas 24 karat. 

Berapa nilai taksiran emas tersebut? Dan berapa jumlah besaran pinjaman 

(marhun bih) maksimal yang dapat diperoleh Ibu Nina?  

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 
 

          Nilai taksiran  = STLE x Prosentase marhun bih 

  = Rp. 507.151 x 90 % 

  = Rp. 456.435/gr 

Nilai pinjaman  = Nilai taksiran x Berat emas 

  = Rp. 456.435 x 10 gr 

  = Rp. 4.564.350,- 

Jadi, setelah dilakukan penaksiran oleh pihak penaksir gadai maka jumlah 

besaran pinjaman maksimal yang dapat diambil oleh Ibu Nina yaitu sebesar 

Rp. 4.564.350,- 

b. Penentuan Ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

Ujrah merupakan biaya yang didapat dari sewa tempat yang 

dikenakan oleh pihak perbankan syariah atas emas yang akan digadaikan 

nasabah. Ujrah dapat dihitung setelah emas yang digadaikan telah ditaksir 

oleh pihak penaksir gadai. 

Ujrah pada pembiayaan rahn emas di BRI Syariah ditentukan 

berdasarkan kadar dan berat emas serta jangka waktu penitipan emas yang 

akan digadaikan. Sehingga marhun yang memiliki nilai tinggi, memiliki 

risiko biaya lebih tinggi dikenakan ujrah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 

ujrah yang dikenakan oleh pihak bank kepada setiap nasabah tidak sama, 

semua tergantung pada nilai kadar emas yang dimiliki. Penentuan nominal 

ujrah dihitung setiap per 10 hari, per bulan dan per 4 bulan dan sudah 

ditentukan dari pihak pusat, sehingga setiap harinya dapat berubah-ubah. 
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   Adapun rumus dari ujrah yaitu : 

  Ujrah = Biaya Pemeliharaan x Berat Emas 

Sebagai ilustrasi untuk menentukan ujrah, maka akan ditampilkan 

contoh studi kasus dari kasus sebelumnya yaitu: 

Ibu Nina menggadaikan perhiasaan berupa kalung miliknya, yang 

akan digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Setelah ditaksir, 

diketahui bahwa berat kalung Ibu Nina 10 gr dengan kadar emas 24 karat 

dan setelah ditaksir ternyata jumlah pinjaman maksimal yang dapat diambil 

Ibu Nina yaitu sebesar Rp. 4.564.350,-. Lalu berapakah ujrah yang harus 

dibayar Ibu Nina, apabila Ibu Nina berniat menggadaikan kalung emas 

miliknya selama satu bulan? 

         Ujrah = Biaya Pemeliharaan x Berat Emas 

                          =  Rp. 6.405 x 10 gr 

                          = Rp. 64.050,- 

Jadi, setelah dihitung oleh pihak penaksir gadai maka ujrah yang harus 

dibayar oleh Ibu Nina kepada pihak bank selama satu bulan yaitu sebesar 

Rp. 64.050,-  

c. Perhitungan Diskon Ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

Diskon ujrah merupakan potongan biaya yang diberikan oleh pihak 

bank kepada nasabah sebagai bentuk reward karena besar pinjaman yang di 

ambil nasabah dibawah nilai pinjaman maksimal yang seharusnya diterima 

oleh pihak nasabah.  
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Pemberian diskon ini merupakan kebijakan dari pihak bank khususnya 

BRI Syariah. Tujuan bank memberikan diskon ujrah kepada nasabah yaitu 

untuk menangani persoalan yang ada dalam penerapan pembiayaan rahn, 

yaitu apabila ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan nilai 

taksiran sama maka jumlah ujrah yang diberikanpun harus sama, tetapi hal 

tersebut dirasa memberatkan nasabah apabila jumlah nilai pinjaman yang 

akan dipinjam lebih kecil. Menindaklanjuti dari penerapan pembiayaan 

tersebut maka bank berinisiatif untuk memberikan keringanan kepada 

nasabah yang meminjam dibawah nilai pinjaman maksimal yang 

didapatkan. 

Penentuan diskon ujrah ini ditentukan pada jumlah pinjaman yang 

akan dipinjam oleh nasabah, karena hanya bersifat hadiah maka penentuan 

diskon ujrah ini tidak dicantumkan pada kertas ketika akad, hanya saja dari 

pihak bank memberitahu jika ada pemberian diskon ujrah.  

Adapun rumus untuk menghitung diskon ujrah di BRI Syariah Kantor 

Cabang Gresik yaitu:  

 Prosentase diskon ujrah = 
Besar nilai pinjaman yang akan dipinjam

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100 % 

Diskon ujrah   = Biaya ijarah awal x Prosentase diskon ujrah 

 

Sebagai ilustrasi untuk menentukan diskon ujrah, maka akan 

ditampilkan dari studi kasus sebelumnya yaitu: 

Ibu Nina menggadaikan perhiasaan berupa kalung miliknya, yang akan 

digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Setelah ditaksir, 

diketahui bahwa berat kalung Ibu Nina 10 gr dengan kadar emas 24 karat 
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dan akan digadaikan selama satu bulan. Setelah ditaksir ternyata jumlah 

pinjaman maksimal yang dapat diambil Ibu Nina yaitu sebesar Rp. 

4.564.350,-. Dan telah diketahui ujrah selama satu bulan yaitu Rp.64.050,-. 

Jika Ibu Nina berniat ingin mengambil pinjamannya hanya sebesar Rp. 

4.000.000,-, lalu berapakah diskon ujrah yang akan didapat oleh Ibu Nina ? 

Untuk menentukan diskon ujrah maka terlebih dahulu menghitung 

prosentase diskon yang akan didapatkan nasabah. 

Prosentase diskon ujrah = Jumlah pinjaman/pinjaman maksimal x 100 % 

    = Rp. 4.000.000/Rp. 4.564.350 x 100 % 

    = 87, 63 % 

Setelah diketahui prosentase diskon ujrah yang akan didapatkan kemudian 

baru di hitung diskon ujrah. 

Diskon Ujrah   = Ujrah awal x prosentase diskon ujrah 

    = Rp. 64.050 x 87,63 % 

    = Rp. 56.127/bln 

Jadi setelah dilakukan penghitungan diskon ujrah oleh pihak penaksir 

gadai maka, ujrah yang harus dibayar Ibu Nina selama satu bulan menjadi 

Rp. 56.127,- (dibulatkan menjadi Rp. 56.200) 
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BAB IV 

ANALISIS PENERAPAN DISKON UJRAH PADA PRODUK 

PEMBIAYAAN RAHN EMAS DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG 

GRESIK MENURUT PRINSIP KEADILAN EKONOMI ISLAM 

 

A. Analisis Besaran Diskon Ujrah Pada Produk Pembiayaan Rahn 

Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal 

keuangan maka diperlukan suatu jasa pelayanan keuangan agar 

kebutuhan masyarakat tersebut dapat terpenuhi. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan ketika akan melakukan jasa pelayanan keuangan yaitu 

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. Oleh karena itu, 

lembaga keuangan syariah harus selalu sigap untuk mengatasi masalah 

kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satu produk pembiayaan yang 

dapat mengatasi permasalahan kebutuhan masyarakat yaitu 

pembiayaan rahn, dimana pihak lembaga menyalurkan dana kepada 

pihak yang membutuhkan tentunya didasarkan pada prinsip-prinsip 

syariah. 

Ar-rahn adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan 

menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.1 Sedangkan ijarah 

adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak 

berkurang sama sekali. Dalam hal ini praktik sewa-menyewa yang 

berpindah hanyalah manfaat dari be nda yang disewakan, sedangkan 

                                                           
1 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1998), hlm. 153 
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kepemilikan tetap pada pemilik barang.2 Sementara untuk penentuan 

ujrah atau tarif penyimpanan barang yang digadaikan, murtahin berhak 

mengenakan biaya tersebut berdasarkan akad ijarah, akan tetapi 

besaran biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang rahin 

kepada murtahin.3 

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa untuk mengatasi 

kebutuhan masyarakat tersebut, pihak lembaga keuangan syariah 

khususnya BRI Syariah Kantor Cabang Gresik menciptakan produk 

rahn emas yang dalam prakteknya menyalurkan dana kepada pihak 

yang membutuhkan berdasarkan prinsip syariah. Mekanisme 

operasional yang dijalankan yakni menggunakan tiga akad transaksi 

syariah yaitu, menggunakan akad akad qardh, akad rahn, dan akad 

ijarah. Dengan menggunakan akad qardh artinya nasabah meminjam 

dana kepada pihak bank syariah tanpa adanya imbalan dengan 

kewajiban nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus 

atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian akad rahn, 

nasabah menyerahkan marhun yang memiliki nilai ekonomis kepada 

pihak bank (murtahin) sebagai jaminan atas pinjaman. Kemudian akad 

ijarah, dimana pihak bank menyimpan dan merawat marhun milik 

nasabah di tempat yang telah disediakan oleh pihak bank. Dengan 

adanya akad ijarah maka timbul ujrah. Melalui akad ini, pihak bank 

mempunyai hak untuk menarik sewa atas jasa sewa tempat, 

                                                           
2 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017) hlm. 188 
3 Oni Sahroni dan Adiwarman  A. Karim, Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016, 
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pemeliharaan serta pengamanan marhun milik rahin selama waktu 

yang telah ditentukan. 

Sebagaimana data yang telah dipaparkan dalam bab III bahwa 

pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Gresik dalam menentukan 

besaran ujrah pada pembiayaan rahn emas ditentukan berdasarkan 

jangka waktu pemeliharaan serta berat emas ( penentuan biaya ijarah 

=  biaya pemeliharaan x berat emas). Pengenaan ujrah melalui 

taksiran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu 

prinsip adil, dimana marhun yang memiliki nilai tinggi, memiliki 

resiko biaya yang lebih tinggi sehingga biaya ijarah yang dibebankan 

lebih tinggi. 

Dalam mekanisme operasional pembiayaan rahn emas di BRI 

Syariah Kantor Cabang Gresik, terjadi perbedaan mengenai pengenaan 

ujrah antara satu nasabah dengan nasabah lain yang pada saat 

menggadaikan emas dengan kadar dan berat yang sama, harga yang 

sama, dan kondisi yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya 

diskon ujrah.  

Diskon ujrah adalah potongan biaya ijarah yang diberikan kepada 

nasabah karena melakukan pinjaman dibawah nilai pinjaman maksimal 

yang seharusnya didapat. 

Sehingga dalam praktek yang terjadi, penentuan diskon ujrah di 

BRI Syariah Kantor Cabang Gresik masih didasarkan pada besarnya 

jumlah pinjaman nasabah. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan 
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ilustrasi praktek pembiayaan rahn emas di BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik : 

Ibu Ani dan Ibu Sari merupakan dua nasabah yang ingin 

melakukan pembiayaan rahn emas, mereka sama-sama menggadaikan 

perhiasan dengan berat 15 gr dan kadar emas 24 karat. Mereka berniat 

ingin menggadaikan perhiasannya selama 4 bulan. Setelah ditaksir, 

nilai pinjaman maksimal yakni sebesar Rp. 6.830.790,-. Karena 

kebutuhan mereka tidak sama maka jumlah pinjaman yang akan di 

ajukan oleh kedua nasabah tersebut ternyata berbeda: 

a. Ibu Ani melakukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- 

Ujrah awal  = Biaya Pemeliharaan x Berat Emas 

  = Rp. 25.560 x 15 gr 

  = Rp. 383.400 per 4 bln 

Karena Ibu Ani ingin melakukan pinjaman di bawah pinjaman 

maksimal, maka Ibu Ani mendapatkan diskon ujrah. Penentuan 

diskon ujrah, didasarkan pada prosentase nilai pinjaman yang akan 

dipinjam dari nilai pinjaman maksimal. 

           Prosentase  = 
Besar nilai pinjaman yang akan dipinjam

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100 % 

  =  Rp. 5.000.000/Rp. 6.830.790 x 100 % 

= 73, 19 % 

Setelah diketahui prosentase diskon ujrah kemudian baru dihitung 

diskon ujrahnya. 
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Diskon ujrah = Biaya Ijarah awal x prosentase diskon ujrah 

  = Rp. 383.400 x 73,19 % 

  = Rp. 280.610,- 

Maka besaran ujrah yang dikenakan oleh pihak BRI Syariah Kantor 

Cabang Gresik kepada Ibu Ana dengan pinjaman Rp.5.000.000,- 

dalam jangka waktu pemeliharaan selama 4 bulan adalah Rp. 

280.610,- 

b. Ibu Sari melakukan pinjaman sebesar Rp. 6000.000,- 

Ujrah awal  = Biaya Pemeliharaan x Berat Emas 

  = Rp. 25.560 x 15 gr 

  = Rp. 383.400,- 

Karena Ibu Ani ingin melakukan pinjaman di bawah pinjaman 

maksimal, maka Ibu Ani mendapatkan diskon ujrah. Penentuan 

diskon ujrah, didasarkan pada prosentase nilai pinjaman yang akan 

dipinjam dari nilai pinjaman maksimal. 

           Prosentase = 
Besar nilai pinjaman yang akan dipinjam

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100 % 

           = Rp. 6.000.000/ Rp. 6.830.790 x 100 % 

       = 87.83 % 

Setelah diketahui prosentase diskon ujrah yang akan didapatkan 

kemudian baru dihitung diskon ujrahnya. 

 

Diskon ujrah = Biaya Ijarah awal x prosentase diskon ujrah 
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= Rp. 383.400 x 87.83 % 

= Rp. 336.740,- 

Maka besaran ujrah yang dikenakan oleh pihak BRI Syariah Kantor 

Cabang Gresik kepada Ibu Sari dengan pinjaman Rp.6.000.000,- 

dalam jangka waktu pemeliharaan selama 4 bulan adalah Rp. 

336.740,- 

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, diketahui bahwa penentuan 

ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik ditentukan berdasarkan 

harga taksiran emas dan kadar emas, sedangkan yang membedakan 

besar kecilnya ujrah adalah diskon ujrah. Dalam perhitungan 

pemberian diskon ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

didasarkan pada prosentase selisih jumlah pinjaman maksimal dengan 

jumlah yang akan dipinjam. 

Sedangkan telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Fatwa 

DSN MUI menjelaskan, pengambilan biaya sewa atau ujrah boleh 

dilakukan akan tetapi tidak diperbolehkan berdasarkan jumlah pinjaman 

yang akan dipinjam atau marhun bih, karena ditakutkan mengandung 

riba. Demikian pula telah dijelaskan pada surat (QS. Al-Baqarah: 233). 

تُم بٱِلۡمَعۡرُوفِِۗ وَٱت َّ وَإِنۡ  آ ءَاتَ ي ۡ ۡ أَن تَسۡتَ رۡضِعُوٓاْ أوَۡلََٰدكَُمۡ فَلََ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّ قُُوواْ أرََدتُّم
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَََّّ بِاَ تَ عۡمَلُونَ بَصِير     ٞ  ٱللََّّ

  

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 
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kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)4 

 

Sedangkan landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah 

hadits yang diriwayatkan para ulama’ untuk menguatkan 

diperbolehkannya sewa-menyewa. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw 

bersabda yang artinya:  

 

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum 

keringatnya kering, (HR. Ibnu Majah)” 

 

Menurut konsep hukum Islam dalam menentukan besaran 

ujrah pada pembiayaan rahn harus didasarkan pada harga 

barang/nilai taksiran marhun dan lamanya pemeliharaan terhadap 

barang tersebut. Namun dalam praktek yang terjadi, penentuan 

prosentase tarif diskon ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik 

dalam perhitungannya masih berdasarkan oleh besarnya jumlah 

pinjaman yang akan dipinjam nasabah. 

B. Analisis Prinsip Keadilan Ekonomi Islam terhadap Besaran 

Diskon Ujrah pada Pembiayaan Rahn Emas di BRI Syariah 

Kantor Cabang Gresik 

  Dalam menjalankan setiap aktivitasnya lembaga keuangan syariah 

khususnya perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

                                                           
4 Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur’an,  Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: 

Jamunu, 1965), hlm. 57 
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ekonomi Islam. Begitu pula dengan BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik dengan segala upaya dan keinginan kuat agar penerapannya 

sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai lembaga keuangan 

perbankan syariah yang sudah dikenal masyarakat, tidak menutup 

kemungkinan praktek yang dijalankan masih belum sesuai dengan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

 Untuk membuktikan hal tersebut, agar tidak menjadi perdebatan 

antar masyarakat muslim, cendekiawan dan sebagainya. Dapat dilihat 

dari salah satu kasus pembiayaan rahn emas antara Bu Ana dan Bu 

Sari yang mana mereka sama-sama menggadaikan perhiasan dengan 

berat 15 gr dan kadar emas 24 karat di BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik dengan nilai taksiran marhun sama akan tetapi marhun bih 

berbeda dan ujrah pun berbeda. Jika dilihat dari kasus tersebut, terlihat 

bahwa dalam penentuan ujrah tidak sama dan membuat ketidak adilan 

antara keduanya. 

 Mengacu pada pembahasan kasus di atas yakni dalam penerapan 

prinsip keadilan ekonomi Islam masih kurang sesuai. Prinsip adl, 

dimana adl disini didefinisikan tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. 

Komitmen Islam pada keadilan menuntut agar semua sumber daya 

yang tersedia bagi umat manusia digunakan untuk mewujudkan 

maqashid syariah. Adl juga memiliki sejumlah pilar-pilar untuk 

mewujudkan maqashid syariah, yaitu pemenuhan kebutuhan, 

perolehan penghasilan dari sumber-sumber yang baik, distribusi 
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pendapatan dan kekayaan yang adil, pertumbuhan dan stabilitas. Maka 

jika adl dikaitkan dengan kasus permasalahan penentuan diskon ujrah 

tersebut, kurang sesuai karena ujrah yang diberikan berbeda dan itu 

menyebabkan ketidakadilan serta merasa didzalimi. Sebab marhun 

yang digadaikan, berat dan kadarnya sama. 

Jadi persoalan pada skripsi ini adalah pada penentuan diskon ujrah 

di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik dalam menjalankan transaksinya 

belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara keseluruhan, 

karena terjadi ketidakmerataan dan ketidakadilan antara nasabah satu 

dengan nasabah lain. Seperti yang terlihat pada kasus Bu Ana dan Bu 

Sari yang mana seharusnya ujrah yang mereka dapatkan harusnya 

sama karena marhunnya juga sama, dan juga untuk penerapan diskon 

ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik masih dikaitkan dengan 

besaran jumlah pinjaman yang mana dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa “besar 

biaya sewa/ijarah pada marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan 

jumlah pinjaman”. Sehingga maksud dari penjelasan diatas adalah 

perhitungan biaya pemeliharaan atau biaya sewa tidak boleh dilihat 

dari jumlah besaran pinjaman melainkan dari nilai barang yang 

digadaikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Penerapan ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik didasarkan 

pada nilai taksiran emas, berat emas serta masa waktu penitipan 

sedangkan dalam penentuan tarif diskon ujrah setiap nasabah 

berbeda. Penentuan tarif diskon ujrah masih didasarkan pada 

besarnya jumlah pembiayaan yang akan dipinjam. Dimana ketika 

ada dua nasabah yang sama-sama melakukan pembiayaan rahn 

emas dan menggadaikan perhiasan yang memiliki kadar dan berat 

sama akan tetapi jumlah pinjaman yang diajukan berbeda maka 

ujrah yang akan mereka dapatkan berbeda. 

2. Penerapan diskon ujrah yang diterapkan oleh BRI Syariah Kantor 

Cabang Gresik dimana masih didasarkan pada besar kecilnya 

jumlah pembiayaan yang akan dipinjam oleh nasabah maka masih 

kurang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip 

adl, karena dalam kasus Bu Ana dan Bu Sari yang sama-sama 

melakukan pembiayaan rahn emas dengan menggadaikan 

perhiasan yang nilai taksir sama, kadar sama akan tetapi biaya 

ijarahnya berbeda. Sedangkan, jika diterapkan pada prinsip-prinsip 

ekonomi Islam khususnya prinsip adl maka seharusnya ujrah yang 
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diberikan itu sama agar tidak terjadi ketidakadilan serta 

menghindari terjadinya riba. 

B. Saran 

1. Penentuan tarif diskon ujrah yang telah diterapkan sebaiknya 

diberitahukan terlebih dahulu oleh semua pihak nasabah yang akan 

melakukan pembiayaan rahn emas dengan terperinci mulai dari 

syarat mendapatkan diskon ujrah sampai dengan perhitungannya 

sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang akan diberikan 

oleh pihak bank. 

2. Agar penentuan tarif diskon ujrah di BRI Syariah Kantor Cabang 

Gresik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka 

seharusnya pada kasus di atas yakni penentuan tarif ujrah di awal 

sebelum diskon itu disamakan, karena nilai taksiran dan 

marhunnya pun sama, tujuannya agar tidak terjadi ketidakadilan 

serta menghindari dari unsur riba. 
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